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MENTERLPENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
091/P/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Nomor 156/P/2012 tanggal 27 Juii 2012
telah_ditetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengawas pada Universitas
_Hasanuddin,_Universitas Mulawarman, Universitas Padjadjaran, Universitas
Brawijaya; Universitas Diponeporo, Umiversitas Negeri Semarang, Universitas
Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember, Universitas Sebelas Maret, Universitas lenderal Soedirman, dan
Universitas Negeri Gorontalo,
bahwa dalam rangka optimalisast pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum unsur Kementerian Keuangan, berdasarkan Lampiran
I surat Menteri Keuangan Nomor 5-422/MK.05/2014 tanggal 14 Juk 2014
telah disampaikan penggantian anggota Dewan Pengawas unsur
Kementerian Keuangan pada perguruan tinggi negert sehagaimana tersebut
pada huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Pengawas unsui
Kementerian Keuangan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas unsur
Kementerian Keuangan pengganti antarwaktu pada perguruan tinggi negen
sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 401);

Undang-Undang WNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{tembaran NMegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 17, Tambahan
tembaran Negasa Republik Indonesia Nonor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaon Nuegara
iflombaran MNegara Repubbk Indenesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Nepara Republik iIndonesta Nomor 4355);

Berataran Pemermtan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan
ot b Lavanan Unum {Lembaran Negasy Republik Indonesia Tabun 2005
toomos 18, Tambahan embaran Negara Republik Indonesta Nomor 1582);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentanyg Penyelenggaraan
Pendidikon Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomaor 16)

Peraturan Presiden Nomor 47 Tabun 2009 tentang Pembentukan dan
Coanisasi Kementerian Negaa sebapaimana telah beberapa kali diubah
terakhir denpan Peraturan Presiden Nomor 55 Tohun 2013 tentang
Perubzahan Keempat Atas Pesaturan Presiden Nomar 47 Tahun 2009 tentang
Pembentuhan dan Organisasi Kementenan Negara;

Potatutan Presden Repubhk tndonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Eedudukan  Tugas, dan fungsi Kementerian Negara  <erta Susunanr
Qrpanisass, Tupas, dan Funga Eselon { Kementerian Negara sebagaimana
telah diubal dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang
Perubahan Eetiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentany
hedudukan  Togas, dan Tunga Kementerian Negara  serta Susunats
Oranina i Fusas dan Fungs bselon LKementenan Negara:
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varattaens Predicen Memes 350 tahus S mesens fosabentakar
aahine: iadenesa Bersatu 1B sebagaimana telah divbah terakbm dengan
Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014,

oeraturan Menteri Pendidikan Masional tiomor 33 Tabhun 2009 tentany
pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pedd Perguruan Tingei Negeri ¢
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Popatuean Ndontars Reuangar Dome, JHHERARGS/ 2008 miengena
Penctapan Universitas  Diponegoro sebapar Instansi Pemernintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangon Badan Layanan Umuin,

11 Keputusan MWenteri  Keuangan Nomor  279/KMK.05/2008 muengena
Ponetapan Universitas MNegen Malang sebagai Instansi Pamerintab yang
menerapkan Pengelolyan Kevansan Badan Lay nan Umum;

asuriesn  slenters Kevangan  Homor JEQKRIKDS/Z00T  nergens
oo etapan  Universitas Padiajaran sebagar  Instanst vemerintah  vang
nerapkan Pengelolaan Xeuangan Badan Layanan Umum;

wman Menterr  Keuarpan  Homor  261/KRAK 0572008 mengena
Pegtapan Heivecitas Brawtjoya  sebapa Instans Pemernntaly  yanz
menerapkan Pengelolaan Keuangarn Hadan t ayanan Umum,

Li.Keputusan  Menten  Keuvangan  Nomor 362/KMK.05/2008 mengeny:

_ Perotapan_Universitas Negeri.Semorang scbagai Instansi Pemerintah vang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumy;

15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.05/2008 mengeni
Penetapan Institut  Teknologi Sepuluh Nopember schaga Instans
pemerintah yang menerapkan Pengelofaan Keuangan Badan Layanan
Umum,;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomos 51/KMK.05/2009 mengenai Penetapan
Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 mengenai Penetapan
Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai Instansi Pemerintah yang
fiienerapkan Pengelolaah Keuangan Badan Layanah Umum,

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 mengenai

Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta sebagal Instansi Pemerintah yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 mengena

Penctapan Universitas Negeri Gorontalo sebagai Instansi Pemerintah yaag

mencrapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

70 Keputusan Menteri  Kevangan Nomor 280/KMK.05/20098 mengenai
Penetapan Universitas Hasanuddin  sebagai  Instansi Pemerintah  yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

21. Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 502/KMK.05/2009 mengend
Penetapan Universitas Jenderal Soedirman subagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

19.

o

Surat Menteri Keuangan Nomor $-422/MK.05/2014 Tanggal 14 Juli 2014;
MEMUTUSEAN:

KEPUTUSAN  MENTERL  PENDIDIKAN — DAN  KEBUDAYAAN TENTANG
PEMBERMENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN  PENGAWAS UNSUR
KEMENTERIAN KEUANGAN PENGGANTI ANTARWAKTU PADA PERGURUAN
TINGG! YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

tMemberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas universitas yang
herangkutan, unsur Kementerian Keuangan, sebagaimana tercantum pada lajur 1
Lampiran 1 sampai dengan Xit Keputusan Menteti ini dar keanggotaan Dewar
Pengawas universitas yang bersangkutan dengan ucapan terima kasib atas
pengabdian dan jasa-jasa selama menjalankan tugas.

Mengangkal pejabat sebagaimana tercantum pada laju 2 Lampiran §sampe:
denpan il Keputusan Menteri ini sebagai Anggota Dewan Pengawas Penjgant
Antarwaktu unsur Kementerian Keuangan pada Universitas yang hersanghutan
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kepatuhan terhacop peratiran perundang-undanian.

Anggota Dewan  Pengawas sebagaimana  dimaksud pada diktum RELUS
harkewaibar

i mengikuts perhoembangar neglatan Yo gl

sihar gordanen Marden Vendidihan den

soebudayaar don hentern Reuangan miergenal sentena stiatess Prenes dae
rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengeloli PR-BLU.

3. melaporkan kepada Menternt Pendidtkan dan Kebudayaan dan Menter
Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja Pr-8LU.

4. memberikan masukan, sacan, dan tanggapen atas laporan keuanga  da
laporan kinerja PK-BLU kepada pejabat pengelola.

Mava bakti anggota Dewan Pengpawas "nada Diktumi KEDUA  sebagaimana
tercantum pada lajur 2 lampiran {sampai dengan Vil Keputusan iventeri ini
adalah sampai dengan /7 Mer 2017 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

fwasa jabatan berikutnya. - -

. Masa bakti anggota Dewan Pengawas pada Diktum KEDUA sebagaunana

tercantum pada lajur 2 Lampiran IX sampai dengan XH Keputusan Menteri in:
adalah sampai dengan 27 Juli 2017 dan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali
masa jabatan berikutnya.

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan
pada anggaran masing-masing perguruan tinggr dan dimuat dalam rencana bisnis
dan anggaran masing-masing perguruan tinggi.

. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

} Ditetapkan di Jakarta
f- 7. padatanggal 15 Agustus 2014
P Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Mohmﬁmad Nuh

Mentern Keuangan Ri

Seksetans Jenderal Kemdikbud

Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud
Rektor Universitas Hasanuddin

Rektor Universitas Mulawarman

lpkior Uniwersitas Padjadjaran
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Rekter sttt Tekaologi Sepuluh Nopember
Relkter Universitas Brawijoya
. Rektar Universitas Diponegoro

iU Rektor Universitas Megeri Seimarang
11 Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
12.  Rektor tUniversitas Sebelas Maret

13, Rektor Universitas Jenderal Soedirman
13, Rektor Universitas Negeri Gorontalo

16

15 Rektor Univincitas Negeri Malang

16.  Kepala 8o Kepegawaian Kemndikbud
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